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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penulis lakukan 

dalam penelitian ini, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan temuan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa 

meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara belum 

terwujud secara substantif. Meskipun secara formal pembentuk 

undang-undang telah menyediakan ruang partisipasi melalui 

mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan konsultasi 

dengan akademisi maupun pakar, kualitas pelibatan tersebut masih 

bersifat terbatas dan elitis. Akses informasi yang tidak setara, 

khususnya tidak tersedianya draf RUU kepada peserta RDPU, serta 

tidak adanya kejelasan mengenai sejauh mana aspirasi publik 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa 

partisipasi publik lebih berfungsi sebagai pemenuhan prosedur formal 

daripada sebagai sarana deliberatif yang berpengaruh. Dengan 

demikian, partisipasi yang terjadi belum memenuhi indikator 

meaningful participation sebagaimana dipahami dalam negara hukum 

modern, yakni partisipasi yang inklusif, informatif, dan memiliki 

dampak nyata terhadap substansi kebijakan. 

2. Berdasarkan temuan dan analisis pada Bab IV, penelitian ini 

menyimpulkan bahwa praktik meaningful participation dalam 

pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah 

dilaksanakan, namun belum sepenuhnya memenuhi standar ideal 

partisipasi bermakna dalam perspektif siyasah dusturiyah. Dari sisi 

prinsip syūrā’, proses legislasi menunjukkan adanya upaya 

musyawarah substantif melalui pelibatan pakar, akademisi, dan 
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lembaga terdampak dalam berbagai forum resmi, yang menandakan 

terbukanya ruang dialog antara pembentuk undang-undang dan 

pemangku kepentingan. Namun, pelaksanaan partisipasi tersebut 

masih menghadapi keterbatasan pada aspek keadilan prosedural dan 

pemerataan akses, sehingga partisipasi publik belum berlangsung 

secara inklusif dan setara. Selanjutnya, ditinjau dari prinsip al-‘adālah 

dan maṣlaḥah, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 

telah menghasilkan manfaat tertentu bagi penguatan tata kelola BUMN, 

tetapi belum sepenuhnya menjamin terwujudnya kemaslahatan umum 

yang luas dan berkelanjutan. Ketimpangan dalam akses informasi serta 

terbatasnya keterlibatan masyarakat secara langsung menunjukkan 

bahwa proses partisipasi masih cenderung elitis dan belum optimal 

dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik.  

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan pemaparan yang telah penulis uraikan di 

atas, maka penulis ingin memberikan saran kepada Pembentuk undang-

undang untuk memperkuat kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi 

dengan memastikan keterbukaan akses terhadap draf rancangan undang-

undang serta memberikan ruang yang memadai bagi penyampaian dan 

pertimbangan aspirasi masyarakat secara substantif, tidak semata-mata 

prosedural. 

Selain itu, diperlukan penguatan peran akademisi dan masyarakat sipil 

dalam mengawal proses pembentukan undang-undang melalui partisipasi 

yang berbasis kajian dan data, sehingga partisipasi publik berfungsi sebagai 

instrumen kontrol yang konstruktif dalam mewujudkan legislasi yang adil, 

berorientasi pada kepentingan umum, dan selaras dengan prinsip-prinsip 

konstitusional. 
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